SALINAN

L'—m;
BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa mineral bukan logam dan batuan yang
terkandung di wilayah Kabupaten Purworejo
merupakan kekayaan alam tidak terbarukan sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran
penting untuk menunjang perekonomian dan

pembangunan Daerah guna mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
berkeadilan;

b. bahwa kegiatan pertambangan mineral bukan logam
dan batuan di Daerah dikenakan Pajak Daerah yang
pemungutannya masih terkendala oleh kewenangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
perizinan, data dan informasi pertambangan, serta
pengawasan, sehingga pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan belum efektif dan belum
dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah secara optimal,

c. bahwa pengaturan pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum
sepenuhnya dapat mengikuti perkembangan keadaan
dan memenuhi kebutuhan hukum, sehingga perlu
dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar
hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan
di Kabupaten Purworejo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor
4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan;



Mengingat:

1

2.

.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6525);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan
Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2011 Seri B Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 2 Pasal 1 diubah, Angka 4 dihapus, angka 8
dan angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

10.

11.

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintah  Daerah adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Dihapus.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
dapat disebut Pajak adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan
Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan Pajak yang terutang.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Tahun Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak Daerah yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan wuntuk melaporkan penghitungan dan/ atau
pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/ atau bukan Objek
Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah
kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,
besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang
telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/
atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Daerah.

Insentif pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan
pemungutan Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang
selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.



30. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan
landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

Pengaturan Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan dalam

Peraturan Daerah ini bertujuan :

a. mengendalikan kegiatan pengambilan mineral bukan logam
dan batuan melalui pembebanan kewajiban pembayaran
pajak; dan

b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambahkan
Ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Objek Pajak  Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang meliputi :

asbes;

batu tulis;

batu setengah permata;

batu kapur;

batu apung;

batu permata;

bentonit;

dolomit;

feldspar;

garam batu (halite);

grafit;
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granit/ andesit;
. gips;
kalsit;
kaolin;
leusit;
magnetis;
mika;
marmer;
nitrat;
opsidien;
oker;
. pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;
perlit;
phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarosif;
hh.zeolit;
ii. basal;
jj. trakkit; dan
kk. tanah urug.

NI Mg gorwnooopyg T

(2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial,
seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan
rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon,
penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/
gas;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan
lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

(3) Klasifikasi masing-masing Objek Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan.
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(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung
dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan
dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah
harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah
Daerah.

(4) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sulit diperoleh, berpedoman pada harga patokan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan dan melaporkan
Objek Pajak atas usahanya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan
pelaporan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan
untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak
sendiri yang terutang.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan
kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa Pajak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, isi dan tata cara
pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dalam Peraturan Bupati.



8. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32

(1) PPNS dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia berwenang untuk melakukan penyidikan tindak
pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti;

e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;



g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah;

h. melakukan penghentian penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

—e

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 33 dihapus.
11. Pasal 37 dihapus.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI PURWOREJO,

Pembina Tk. I ttd
NIP 19650905 199101 1 004
AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
ttd
SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI B NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 6-91/2021
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

I. UMUM

Bahan tambang yang terkandung di wilayah Kabupaten
Purworejo merupakan kekayaan alam karunia Tuhan Yang Maha
Esa yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk
mensejahterakan masyarakat dan memberikan kontribusi
terhadap perekonomian Daerah.

Kegiatan pengambilan bahan tambang khususnya yang
berupa mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di
dalam dan/ atau permukaan bumi, dapat dikenakan pajak,
sebagai salah satu bentuk pengendalian dan untuk memberikan
kontribusi terhadap perekonomian Daerah.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak mineral
bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak daerah yang
pemungutannya menjadi kewenangan kabupaten/ kota. Lebih
lanjut dalam Dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang tersebut
ditegaskan bahwa Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah

Guna memberikan landasan hukum bagi Pemerintah
Daerah dalam melakukan pemungutan pajak mineral bukan
logam dan batuan serta untuk memberikan transparansi dan
kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemungutan pajak
mineral bukan logam dan batuan, maka Pemerintah Kabupaten
Purworejo  telah  menetapkanPeraturanDaerah = Kabupaten
Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentangPajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, pertumbuhan
perekonomian serta perubahan peraturan perundang-undangan,
maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
diubah.
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Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di
atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu
untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2011
tentangPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dengan adanya Perubahan Atas PeraturanDaerah
Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentangPajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, diharapkan dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari penerimaan Pajak
Daerah.

II. PASAL-DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 9

A ESUAI DENGAN ASLINYA
EFARA BAGIAN HUKUM

Pembina Tk. I
NIP 19650905 199101 1 004
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